
PERATURAN SENAT AKADEMIK 
UNIVERSlr"AS PADJADJARAN 

NOMO"K: 1 TAHUN 2015 

TENTANG 
TATA TERTIB Ri\PAT SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN 

DENGAN RA.HMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat 
(5) Peraturar, Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 
tentang Stat uta Universitas Padjadjaran , perlu 
dibentuk peraturan Senat Akadernik tentang Tata 
Tertib Rapat SC.1.at Akademik; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan 
Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Nornor 5336); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 
tentang Penyelcnggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 16, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5500); 

3. Peraturan Pernerintah Nomor 80 Tahun 2014 
tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai 
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
301); 

4. Perat.uran Peme.rrnta.h Nornor 51 Tahun 2015 
tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
168, Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 5720); 

5. Ke p u ru aart Ro:kt:OT Universitas Padjadjaran Nomor 
2922/UN6.RKTlKP/2015 tentang Perubahan 
Pertarna Penetapan Senat Akademik Untuk 
Pertarna Kali; 

6. Keputusan Senat Akademik Universitas 
Padjadjaran Nomor 0001/UN6.3A/Kep/2015 
Tentang Pcnetapan Pimpinan Senat Akademik 
Universitas Padjadjaran Periode 2015-2020; 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAI'\ SENAT AKADEMIK TENTANG TATA TERTIB 
RAPAT SEJ\AT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN. 

BAB I 
KETEI\TUAN UMUM 

Pas81 1 

Dalam Peraturan Senat Akadernik ini yang dimaksud dengan: 
1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Unpad adalah 

perguruan tinggi negeri badan hukum. 
2. Statuta Unpad adalah pe raturan dasar pengelo\aan Unpad yang 

digunakan sebagai landa san penyusunan peraturan dan prosedur 
operas.onal di Unpad. 

3. Sen at Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang 
menetapkan kebijakan, mernberikan pertimbangan, dan melakukan 
pengawasan di b.dang akadernik. 

4. Rektor adaiah organ Unpad yang mcmimpin penyelenggaraan dan 
pengelolaan Lnpad. 

5. Rapat pleno adalah rapat selur uh anggota SA yang dipimpin oleh 
pimpirian SA dan mer upakan forum tertinggi dalam pengambilan dan 
pengesahan keputusan berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan 
wewenang SA. 

6. Rapat pimpinan adalah rapat pirnpinan SA dan pimpinan komisi yang 
dipimpin oleh pimpinan SA 

f. Rapat komisi adaJah rapat anggota komisi yang dipimpin oleh pimpinan 
kornis.. 

8. Rapat gabungan komisi adalah rap at bersama anggota paling sedikit dua 
komisi yang dipimpin oleh pimp.nan gabungan komisi. 

9. Rapat panitia khusus adalah rs pat anggota panitia khusus yang dipimpin 
. oleh pimp.nan panitia khusus. 

10. Rapat panitia kerja adalah rapat anggota panitia kerja yang dipimpin oleh 
pimpinan pariitia kerja. 

BAB II 
RAPAT SA 

Bagian Kesatu 
.Jenis Rapat SA 

Pasal2 

Rapa.t SA terdiri atas: 
a. Rapat Pl~no; 
b. Rapat Pirnpinan; 



c. Rapat Komisi; 
d. Rapat Gabungan Komisi; 
e. Rapat Panitia Khusus; 
f. Rapat Panitia Kerja. 

Bagian Kcdua 
Sifa': Rapat SA 

Pasal3 

(l) Rapat plene, rapai pimpinan, rapat komisi, rapat gabungan kornisi, rapat 
panitia khusus dan rapat panitia kerja pada dasarnya bersifat tertutup 
dan rahasia, kecuali apabila pimp in an rapat memutuskan rapat tersebut 
bersifat tcrbuka; 

(2) Rapat tertutup adalah rapat yang hanya boleh dihadiri oleh anggota dan 
bukan anggota yang diundang secara khusus; 

(3) Rapat terbuka adalah rapat yang dihadiri oleh anggota dan bukan 
anggota, baik yang diundang maupun yang tidak diundang; 

(4) Pernbicaraan dan keputusan dalarn rapat SA tertutup bersifat rahasia dan 
tidak bc leh diurnurnkan, kecuali icesepakatan rapat memutuskan untuk 
mengumumkannya. 

(5) Sifat rahasia, sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), juga harus dipegang 
teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam rapat SA tertutup 
tersebut. 

(0) Dalam hal sif'atnya dan j' atau karena hal tertentu, baik atas usul ketua 
rapat SA serta pe serta yang menghadiri rapat tersebut, rapat dapat 
mernutuskan untuk merigumumkan seluruh atau sebagian pernbicaraan 
dalam rap at tertutup itu. 

Eagian Ketiga 
Tata Tertib Rapat SA 

Pasal 4 

(1) Peserta rapat ~)A adalah seluruh anggota SA Unpad 
(2) Pcserta rapat SA mengisi daftar hadir yang sudah disediakan 
(3) Peserta rapat ~)A menduduki tempat yang sudah ditentukan 
(4) Feserta rapat SA diharapkan .narnpu menjaga ketertiban, keaman.an dan 

kenyamanan. 
(5) Peserta raps.t SA diminta urituk memindahkan nada de ring telpon seluler 

ke dalam nada getar. 

Pasa15 

(1) Rapat plene dipirnpin oJeh Ketua dan atau Sekretaris SA. 
(2\ Dalam hal Pirnpinan SA berhalangan, rapat dipimpin oleh salah satu 

Ketua Komisi SA yang ber kaitan dengan materi persidangan. 
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(3) Pimpinan SA membuka dan menutup rapat pleno sesuai dengan jadwal 
yang ditentukan. 

(4) Rapat plerio dinyatakan mernenuhi kuorurn, jika dihadiri sebanyak 2/3 
[dua pertiga) dari jumlah anggota SA. 

';.'5) Dalam hal kuorurn sebagaimxna dimaksud pada ayat (4) belurn terpenuhi, 
Rapat pleno ditunda selarns 15 menit, untuk selanjutnya dibuka kernbali 
oleh Pirnpinan SA dan dinye takan sah jika memenuhi kuorum sebanyak 
;50% -i- 1 dari jurnlah anggota ~3A dan Rapat Pleno dimulai kembali. 

(6) Dalarn hal kuorum sebagairnana dimaksud pada ayat (5) belum juga 
terperruhi. maka rapat pleno ditunda selama 15 menit berikutnya, untuk 
kerrrudiar; rapat pleno dapat dilanjutkan namun tidak mengesahkan 
kep'utu S2.n r apat. 

Pasal6 

(1) Rnpat kornisi, rapat gabungan komisi, rapat panrtia khusus, dan rapat 
panitia kerja dihadiri oleh anggota SA yang termasuk dalam masing 
rnasing alat kelengkapan SA terse but, untuk membahas kebijakanj 
pertimbanganj pengawasarr/ usulan pengembangan Universitas yang 
se suai dengan bidangnya. 

(2) Papat komisi, rapat rabungan komisi, rapat panitia khusus, dan rapat 
panitia kerja dipimpin oleh pimpinan rnasing- masing alat kelengkapan 
SA. 

(3) Panitia khususj panitia kerja bekerja dalarn waktu penugasan yang sudah 
ditetapkan oleh pirnpinan SA dan melaporkan hasil kerjanya kepada 
pirnpinan SA. 

(4) Rapat komisi, rapat gabungan kornisi, rapat panitia khusus, dan rapat 
panitia kerja dinyatakan merneriuhi kuorum, jika dihadiri sebanyak 2/3 
(dua pertiga} dari jumlah anggota SA yang tergabung dalam 
komisi Zgabungan kcmisi Zpanitiu khususjpanitia kerja. 

(5) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terperiuhi, 
rapa, ditunda selama 15 menit, untuk selanjutnya dibuka kembali oleh 
pimpinan rapat dan dinyatakan sah jika memenuhi kuorum sebanyak 
50% + 1 dari jumlah anggota SA yang tergabung dalam komisi /gabungan 
kornisiy panitia khusus Zpanitia kerja dan rapat dimulai kembali. 

(6) Dale.m hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum juga 
terperiuhi, maka rapat ditunda selama 15 men it berikutnya, untuk 
kemudian ra.pat dapat dilanjutkan namun tidak mengesahkan keputusan 
rapat. 

Bagian Keempat 
Hak Bica ra dan Hak Suara 

Pasal7 

(1\ Anggota SA mernpunyai hak bicara untuk menyampaikan pendapat atau 
pertanyaan dan hak suara dalarn pengambilan keputusan dalam rapat. 
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(2) Hak suara anggota SA tidak dapat diwakilkan. 
(3) Anggota diperkenankan untuk bicara setelah mendapat izin dari pimpinan 

rapat 
(4) Pimpinan rap-at menentukan lamanya anggota berbicara; 
(5) Pimpinan rapat dapat mernperingatkan pernbicara, dan pernbicara harus 

menaati pcringatan tersebut; 
(6) Dalam menyampaikan hak oicara dan hak suara, setiap anggota SA 

menjaga kesantunan dan mengh argai pendapat orang. 

Bagian Kelima 
Pengambilan Keputusan Rapat SA 

Pasa! 8 

(1) Keputusan rapat diambil bcrdasarkan musyawarah dan mufakat; 
(2) .rika dengan cara musyawarah tidak tercapai mufakat, keputusan rapat 

diambil berda.sarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara. 
(3) Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. 

BABIV 
PENUTUP 

Pasa19 

Peraturan Senat Akademik mulai ini berlaku pacta tanggal ditetapkan. 
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